PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1995
TENTANG
ANGKUTAN UDARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
telah mengatur pokok-pokok ketentuan mengenai Angkutan Udara;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Angkutan
Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5ayat (2) Undang Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3481);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANGKUTAN UDARA.

BAB I...
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.

Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan
pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos
untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar

udara yang lain atau beberapa bandar udara;

Angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum

dengan memungut pembayaran;

Angkutan udara perintis adalah angkutan udara niaga yang
melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan
daerah terpencil dan pedalaman atau daerah yang sukar
terhubungi oleh moda transportasi lain dan secara komersial

bel um menguntungkan;

Perusashaan angkutan udara adalah perusahaan yang
mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut

penumpang, kargo, dan pos dengan memungut pembayaran;

Rute penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar
udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang
telah ditetapkan;

Jaringan penerbangan adalah kumpulan dari rute penerbangan
yang merupakan satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan
udarg;

Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang

penerbangan.

BAB II...
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BAB Il

PENY ELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA

Bagian Pertama
Penggunaan Pesawat Udara

Pasal 2

Angkutan udara sipil di wilayah Republik Indonesia wajib

menggunakan pesawat udara sipil yang mempunyai tanda kebangsaan

Indonesia.

D)

(2)

3)

Pasal 3

Pesawat udara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dapat
digunakan untuk angkutan udara sipil dalam hal tidak tersedianya

pesawat udara sipil untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Penggunaan pesawat udara Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi

persyaratan yang berlaku untuk pesawat udara sipil.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pesawat udara
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), diatur oleh Menteri setelah mendengar pendapat
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan

keamanan.

Pasal 4...
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Pasal 4

Penggunaan pesawat udara sipil untuk angkutan udara Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia, diatur dengan Peraturan Pemerintah

tersendiri.

1)

(2)

3)

Pasal 5

Penggunaan pesawat udara sipil asing oleh perusahaan angkutan
udara asing dari dan ke atau melalui wilayah Republik Indonesia
untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal luar negeri, hanya

dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral.

Penggunaan pesawat udara sipil asing oleh perusahaan angkutan
udara asing atau perorangan dari dan ke atau melalui wilayah
Republik Indonesia, selain untuk kegiatan angkutan udara niaga
berjadwal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin terbang dari

menteri.

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
pemohon menyampaikan permohonan kepada Menteri dilengkapi

dengan data sebagai berikut :

a. nama perusahaan pemilik/penyewa pesawat udara;
b. jenis pesawat udara;

c. tanda kebangsaan, pendaftaran dan tanda panggilan;
d. sifat penerbangan; dan

€. rencanaoperas.
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(4) Ketentuan...

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara permohonan izin
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 6

Perusahaan angkutan udara asing yang melakukan kegiatan ke
dan dari Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),
wajib menempatkan atau menunjuk perwakilannya di Indonesia

untuk mengurus kepentingan di bidang operasi dan administrasi.

Untuk melakukan penjualan dan pemasaran jasa angkutan udara
dari dan ke luar negeri, perusahaan angkutan udara asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib menunjuk

agen di Indonesia untuk mewakili kepentingannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan atau penunjukan
perwakilan, dan penunjukan agen di Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur oleh Menteri.

Pasal 7

Penggunaan pesawat udara negara asing untuk kegiatan angkutan
udara dari dan ke atau melalui wilayah Republik Indonesia,
hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin terbang dari Menteri

yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan.



